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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Format Pedoman Wawancara  

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Nama  : 

Jabatan : 

Nama Bidang : 

Hari, Tanggal  : 

No. Pertanyaan 

1. Bagaimana menurut Anda kondisi perekonomian daerah di Kabupaten 

Buleleng? 

2.  Berdasarkan reviu renstra tahun 2017-2022 dan renstra tahun 2023 dan 

2026, dikatakan bahwa permasalahan yang dialami BPKPD Kabupaten 

Buleleng adalah tingkat PAD yang masih rendah dan pengelolaan keuangan 

yang belum optimal. Apakah menurut Anda kondisi tersebut sudah teratasi 

atau sudah mulai teratasi? 

3.  Dari pihak BPKPD bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja 

keuangan biasanya? 

4.  Kapan melakukan pengukuran kinerja keuangandi BPKPD? 

5.  Siapa saja biasanya yang melakukan pengukuran kinerja keuangan di 

BPKPD? 

5.  Apakah menggunakan pengukuran kinerja keuangan berupa analisa rasio? 

6.  Menurut Ibu, keputusan yang seperti apa saja yang dapat menggunakan 

analisa rasio untuk mengambil keputusan? 

7.  Mengapa memilih rasio tersebut untuk mengukur kinerja keuangan? 

11.  Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rasio keuangan BPKPD 

Kabupaten Buleleng? 

12.  Menurut Anda, berdasarkan hasil analisa ini apa langkah, harapan, dan saran 

yang dapat Anda usulkan atau berikan untuk dapat meningkatkan kinerja 

keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng? 

 

Bidang Perencanaan 

Nama  : 

Jabatan : 

Nama Bidang : 

Hari, Tanggal  : 

No. Pertanyaan 

1.  Bagaimana cara menggolongkan rendah atau tinggi PAD dan 

pengelolaannya? 

2.  Apa Indikator kinerja keuangan yg digunakan selama ini untuk 

mengukur kinerja keuangan itu? 

3.  Kapan dan siapa saja biasanya yang melakukan pengukuran kinerja 

keuangan di BPKPD? 
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Lampiran 2 Transkrip Wawancara 

Narasumber 1: 

Nama  : Putu Ayu Mira Kusuma Dewi 

Jabatan : Kepala Bidang  

Nama Bidang : Akuntansi dan Pelaporan 

Hari, Tanggal  : Selasa, 19 Maret 2024 

 

Pewawancara : Bagaimana menurut Ibu kondisi perekonomian daerah di 

Kabupaten Buleleng? 

Narasumber : Kalau dilihat dari kondisi perekonomian daerah di 

Kabupaten Buleleng dengan mengacu pada laju 

pertumbuhan ekonomi ini yakni satu dari idnikator yang 

digunnkan untuk menyelenggarakan penilaian dan 

evaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu 

wilayah khususnya di Kabupaten Buleleng ini jika melihat 

realisasi angka di tahun 2022 dengan membandingkan 

dengan kondisi di 2023 tentunya untuk laju pertumbuhan 

ekonomi mengalami kenaikan 0,53%. Data ini 

berdasarkan data dari BPS. Selama kurun waktu 2022-

2023 itu seperti yang telah disampaikan tadi 2022 laju 

pertumbuhannya di 3,11% kemudian 2023 di angka 

3,64%. Tentunya dengan peningkatan ini diharapkan 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat meningkat 

juga, kemandirian juga. 

Pewawancara : Berdasarkan reviu renstra tahun 2017-2022 dan renstra 
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tahun 2023 dan 2026, dikatakan bahwa permasalahan 

yang dialami BPKPD Kabupaten Buleleng adalah tingkat 

PAD yang masih rendah dan pengelolaan keuangan yang 

belum optimal. Apakah menurut Anda kondisi tersebut 

sudah teratasi atau sudah mulai teratasi? 

Narasumber : Untuk 2017-2022 masih ada covid di tengahnya, 

kemudian juga proses validasi dan verifikasi piutang, 

kemudian di 2022 di Buleleng sempat mengalami wabah 

penyakit sapi dan mulut yang menjadi perhatian 

pemerintah pusat karena berpengaruh pada capaian 

retribusi sehingga berpengaruh pada PAD. Untuk sapi itu 

termasuk di retrubusi rumah potong hewan. Terus untuk di 

tahun 203-2026 saya rasa ini sudah mengalami 

peningkatan yang jauh dibandingkan di tahun 2017-2022. 

Kemudian untuk PAD yang rendah di tahun 2023-2026 

permasalahan-permasalahan akan banyak yang sudah 

diatasi dengan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam 

rangka opttimalisasi untuk Pendapatan Asli Daerah mulai 

dari digital system, digital payment, digital information. 

Kemudian selain dari digitalisasi tadi, mungkin dari 

regulasi pembaharuan regulasi apalagi saat ini telah 

tersedia UU baru yang baru terkait dengan pajak daerah 

dan retribusi daerah kita sudah buatkan perdanya yang 

pastinya banyak target-target pajak yang ditetapkan itu 
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berbeda, dari sisi retribusi ada beberapa retribusi 2017-

2022 ada, 2023 masih ada, dan di 2024 ada 7 retribusi 

yang hilang. 

Pewawancara : Dari pihak BPKPD bagaimana cara melakukan 

pengukuran kinerja keuangan biasanya? 

Narasumber : Kalau kami biasanya hanya melihat dari anggarannya 

berapa dan realisasinya berapa. Kalaupun dari sisi belanja, 

jumlah realisasi belanja lebih sedikit daripada anggaran 

tidak serta merta kondisinya tidak baik tetapi kita 

mleakukan efisiensi. Kita tidak harus menghabiskan 

berapa anggaran belanja yang sudah dianggarkan. Tetapi 

kalau untuk target kita gali semaksimal mungkin. Tapi 

kalau untuk belanja kita efisiensi dan yang mana menjadi 

prioritas. 

Pewawancara : Kapan biasanya yang melakukan pengukuran kinerja 

keuangan di BPKPD? 

Narasumber : Yang melakukan kinerja keuangan itu di bagian 

perencanaan. Biasanya kami untuk kinerja fisik sudah 

tercapai 100%, tetapi kinerja keuangannya belum tercapai 

100% artinya disitu kita melakukan efisiensi. Efisiensi 

dengan tidka mengurangi kegiatan-kegiatan yang 

direncanakan.  

Pewawancara : Siapa saja biasanya yang melakukan pengukuran kinerja 

keuangan di BPKPD? 
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Narasumber : Pengukuran kinerja keuangan dilakukan saat evaluasi 

triwulan untuk melihat perkembangan keuangan. 

Pewawancara : Apakah menggunakan pengukuran kinerja keuangan 

berupa analisa rasio? 

Narasumber : Untuk saat ini belum. 

Pewawancara : Menurut Ibu, keputusan yang seperti apa saja yang dapat 

menggunakan analisa rasio untuk mengambil keputusan? 

Narasumber : Dari analisa rasio ini mungkin banyak sekali kebijakan-

kebijakan yang dapat menggunakan analisa ini seperti 

kebijakan dalam pengelolaan pendapatan atau pendapatan 

belanja ya pengelolaan keuangan intinya. Kemudian 

dengan analisa rasio ini, pendapatan daerah kita bisa tahu 

pendapatan kita tercapai berapa persen di masing-masing 

rentang tahunnya begitu juga dengan belanjanya. Dari situ 

kita bisa mengambil upaya-upaya untuk mengoptimalkan 

pengelolaan keuanagn BPKPD ini. Sehingga sebenarnya 

banyak manfaat yang diperoleh dari analisa rasio ini. 

Pewawancara : Apakah strategi atau program-program pada Renstra yang 

telah direncanakan dan dilaksanakan sudah dapat 

mempengaruhi tingkat PAD dan pengelolaan keuangan. 

Narasumber : Tentu saja sudah karena renstra itu menjadi acuan kita 

untuk melakukan upaya-upaya karena renstra ini kan di 

rancang nih rencananya upayanya, kemudian kita bikin, 

dan dalam perjalannya tidak masalah kita melakukan 
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inovasi atau pengembangan-pengembangan  untuk 

mendukung tercapainya program-program kegiatan yang 

tercantum pada renstra 

Pewawancara : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan 

BPKPD Kabupaten Buleleng? 

Narasumber : Dari BPKPD sendiri dipengaruhi oleh pendapatan 

transfer, pendapatan daerah, dan dari sisi realisasi belanja. 

Pewawancara : Menurut Anda, berdasarkan hasil analisa ini apa langkah, 

harapan, dan saran yang dapat Anda usulkan atau berikan 

untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan di BPKPD 

Kabupaten Buleleng? 

Narasumber : Menurut kami di BPKPD, analisa raiso ini ternyata 

penting untuk melihat bagaimana sih potret dari keuangan 

BPKPD lebih rinci lagi dilihat dari tingkat efektifitas, 

efisiensi, pertumbuhan, keserasian, derajat desentralisasi. 

Kalo kita secara umum kan hanya membandingkan 

anggaran dan realisasi baik itu pendapatan maupun 

belanja. Itu secara umum, tapi ini lebih mengkhusus lagi, 

lebih mendetail lagi. Mudah-mudahan kedepan kita bisa 

mencontoh, bisa kita terapkan analisa rasio ini dalam 

upaya untuk melihat pengelolaan keuanagan di BPKPD. 

 



88 

 

 

Narasumber 2:  

Nama  : Deny Mahardika 

Jabatan : Fungsional Umum 

Nama Bidang : Perencanaan Anggaran 

Hari, Tanggal  : Rabu, 24 April 2024 

 

Pewawancara : Bagaimana cara menggolongkan rendah atau tinggi PAD dan 

pengelolaannya? 

Narasumber : Untuk menggolongkan rendah atau tinggi PAD yaitu dengan 

membandingkan Jumlah realisasi PAD dengan target sudah 

ditetapkan oleh TAPD bersama Legislatif dan pengelolaanya 

untuk membiayai pembangunan daerah berdasarkan sekala 

prioritas. Setelah ditetapkannya target PAD maka dibuatlah 

perjanjian kinerja antara penerima mandat dengan pemberi 

mandat. Kemudian mewujudkan perjanjian kinerja tersebut 

disusunlah Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja dan hasil 

dari pelaksanaannya diukur dengan Capaian Rencana Aksi 

atas perjanjian kinerja bulanan maupun triwulanan dan Lkjip 

untuk tahunannya sebagai bahan penilaian dan evaluasi 

kinerja berikutnya. 

Pewawancara : Apa Indikator kinerja keuangan yg digunakan selama ini 

untuk mengukur kinerja keuangan itu? 

Narasumber : Indikator kinerja yang digunakan pada BPKPD Kabupaten 

buleleng berpedoman pada Indikator Kinerja Utama atau IKU 
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yang tercantum pada RENSTRA BPKPD yang sudah 

ditetapkan sebelumnya dan selaras dengan Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. BPKPD 

Kabupaten Buleleng mempunyai 3 Sasaran/Indikator Kinerja 

Utama yaitu sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Opini BPK 

atas Laporan Keuangan Daerah, kemudian sasaran kedua 

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang 

berkualitas  dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan 

barang milik daerah yang baik, dan sasaran utama yang ketiga 

Terwujudnya PAD yang sesuai target dengan indikator 

kinerja Jumlah Realisasi PAD. Selain ketiga IKU tersebut 

BPKPD juga mempunyai 1 sasaran/indikator Kinerja 

penunjang yaitu Terwujudnya pelayanan publik yang 

berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM). 

Pewawancara : Kapan dan siapa saja biasanya yang melakukan pengukuran 

kinerja keuangan di BPKPD? 

Narasumber : Pengukuran kinerja melibatkan perbandingan antara kinerja 

yang diharapkan dan kinerja aktual terhadap sasaran yang 

telah ditetapkan dengan realisasi yang sudah dicapai. 

Pengukuran kinerja pada BPKPD Kabupaten Buleleng 

dilakukan secara periodik setiap bulanan, triwulanan dan 

tahunan. Untuk pengukuran kinerja bulanan dan triwulanan 
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disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya 

sedangkan pengukuran kinerja tahunan dilaksanakan setiap 

akhir tahun dan disampaikan pada awal bulan Januari tahun 

berikutnya. Pengukuran kinerja BPKPD Kabupaten Buleleng 

dikoordinir oleh Sekretaris BPKPD Kab. Buleleng yang 

pengumpulan datanya dilaksanakan oleh yang menangani 

perencanaan. 
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Lampiran 3 Surat-surat Penelitian 

Surat Penelitian dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi  
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Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan  PTSP 
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Lampiran 4 Dokumentasi Proses Wawancara 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan  

 

 

Bidang Perencanaan 
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Lampiran 5 Reviu dan Rencana Strategis BPKPD Tahun 2017-2026 

Reviu renstra 2017-2022 

 

 

Renstra 2023-2026 
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